
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 871 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA 
TANAH PADA SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA 

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 
3607.1/ -1.711 tanggal 30 Desember 2021, Barang Milik 
Daerah berupa Tanah yang berasal dari pemenuhan 
kewajiban dari para pemegang izin dan/ atau non izin 
pemanfaatan ruang telah diserahterimakan dari Kepala 
Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta kepada Kepala Suku Dinas Pertamanan dan 
Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan; 

b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam• huruf a, perlu 
ditetapkan status penggunaannya pada Suku Dinas 
Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta 
Selatan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 
Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang 
Milik Daerah Berupa Tanah pada Suku Dinas Pertamanan 
dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan; 

Mengingat 	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 
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3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang 
Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk 
Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang 
Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS 
PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH PADA 
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA 
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN. 

KESATU 	Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa 
Tanah pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota 
Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Keputusan Gubernur ini. 

KEDUA 	Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota 
Administrasi Jakarta Selatan melakukan pengelolaan Barang 
Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, 
membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara 
menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan 
pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik 
Daerah yang ada dalam penguasaannya. 

KETIGA 	Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang 
Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, 
menjadi tanggung jawab Kepala Suku Dinas Pertamanan dan 
Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan. 



ERNUR DAERAH KHUSUS 
UKOTA JAKARTA 

ETARIS DAERAH, 

ARIJLLAH MATALI 
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KEEMPAT 	: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 21 September 2022 

Tembusan: 

1. Gubernur DKI Jakarta 
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta 
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta 
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta 
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta 
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta 



cow 

(.3 Orn
o 

 C•7 

c•I 

0< wc°  

C4 0. 

c7)  

CO 

bg ° 54  ,7;E4a 

X

o 

1 
...' 

ri. 

Eg 

8.. 
cs 
No" ., c., 

§tp
. 

34
.8

39
.1

68
. 7

50
,0

0 2. 
§ 

c„N . 

i 

3 
3 

T
ah

ap
  1

1 B
lo

k 
P1

3  
-  

Ja
la

n
  S

e k
ol

ah
 

D
u

ta
  V

I R
W

 1
4
,  K

el
u r

ah
an

  P
on

do
k 

Pi
n

an
g,

  K
ee

am
a t

an
  K

eb
ay

or
an

  L
am

a,
  

K
o t

a  
A

dm
in

ia
tr

as
i J

a k
ar

ta
  S

e l
at

an
  

Ta
h

ap
  1

1 
Bl

ok
  P

O
 -

  J
a b

m
  S

ek
o l

ah
 

D
u

ta
  V

I R
W

 1
4,

  K
e l

u
ra

h
an

  P
on

do
k
 

Pi
n

an
g,

  K
ee

am
a t

an
  K

e b
ay

or
an

  L
am

a,
  

K
ot

a  
A

dm
in

ia
tr

as
i
 Ja

ka
r t

a  
S

el
at

an
  

Alll 
Pp 
1 	11 

.21ml 
i,d1 

P5 	< 

.A A1 

0 

8 

,U4 
i-Q < 

i eL, 
§ 

I 

§ 

i 

i 9 ,.) 

0 1  
(- ct  51'' 

ezb  
2 x. 1 1 

on 

1 

I 
j 

9 
g a 

13
10

10
20

40
08

 

ocil  E', ';', 

K
od

e  
U

ni
t  

00
34

0 

8 8 

P, 

II 
: z 

(- 

I 
1 

1 
EP 
X j 
1 

1 
[-A1 
Z z  

1 
. z - ri n 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

